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BUPATI WONOGIRI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR 16  TAHUN  2016 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR         

3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang : a.  bahwa sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 180 / 0005735 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Wonogiri maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

haruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah  

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonogiri Nomor       3 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6)  Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan       

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) ; 

 

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

dan 

BUPATI WONOGIRI 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR            

3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor           

3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 139) diubah  sebagai berikut : 

1. Bab II diubah sehingga Bab II berbunyi sebagai berikut : 

BAB II 

FUNGSI , HAK DAN KEWAJIBAN 

2. Bagian Kesatu diubah sehingga bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut : 

Bagian Kesatu 

Fungsi BPD 

3. Pasal 2 dihapus 

4. Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : 

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa; 

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

5. Pasal  25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 25 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap 

menjalankan tugas sampai habis masa keanggotannya. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonogiri .  

Ditetapkan di Wonogiri  

pada tanggal 12 Oktober 2016 

BUPATI WONOGIRI,  

Cap. ttd. 

JOKO SUTOPO 

Diundangkan di Wonogiri  

pada tanggal 14 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

Cap. ttd. 

SUHARNO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016  NOMOR 15 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA 

TENGAH (16/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Hukum 

Cap. ttd 

Joko Suhatno, SH 
NIP. 196011201991031002 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR   16   TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI           

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

I. UMUM  

Dilaksanakannya klarifikasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa bahwa Pasal 2 dan Pasal 25 tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal ini 

maka perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2016  tentang Badan Permusyawaratan 

Desa. 

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk memperbaiki dan 

menyesuaikan hasil Klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Angka1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Cukup jelas 

Pasal II 
Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 149 

 


